WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR -95 TAHUN 2021

TENTANG

BIAYA KONSUMSI DAN TRANSPORTASI KEPADA DEWAN KELURAHAN, TOKOH
MASYARAKAT / WANITA / PEMUDA / LEMBAGA KEMASYARAKTAN DAN
UNSUR ORGANISASI MASYARAKAT LAINNYA SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS
MIKRO DITINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN

Menimbang

a. bahwa untuk menindaklanjuti Kebijakan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan
Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di tingkat Kelurahan untuk pengendalian
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah
Kota Banjarmasin perlu dilakukan pembentukan Posko
penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tingkat
Kelurahan dan Kecamatan di Kota Banjarmasin;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan walikota
Banjarmasin Nomor Tahun 2021 tentang Mekanisme
Pembiayaan Konsumsi Dan Transportasi Kepada Dewan
Kelurahan, Tokoh Masyarakat / Wanita / Pemuda /
Lembaga Kemasyaraktan Dan Unsur Organisasi Masyarakat
Lainnya Serta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Kegiatan Pelaksanaan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Berbasis Mikro
Ditingkat Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Banjarmasin,
besaran biaya Konsumsi dan transportasi Dewan Kelurahan,
Tokoh Masyarakat / Wanita / Pemuda / Lembaga
Kemasyaraktan Dan Unsur Organisasi Masyarakat Lainnya
Serta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin ditetapkan dengan Keputusan Walikota;



Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Biaya Konsumsi Dan
Transportasi Kepada Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat
/ Wanita / Pemuda / Lembaga Kemasyaraktan Dan Unsur
Organisasi Masyarakat Lainnya Serta Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Kegiatan
Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Berbasis Mikro Ditingkat Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota
Banjarmasin;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tantang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Memperhatikan : 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 (sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 125 Tahun
2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2021
Tentang Mekanisme Pembiayaan Konsumsi Dan
Transportasi Kepada Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat
/ Wanita / Pemuda / Lembaga Kemasyaraktan Dan Unsur
Organisasi Masyarakat Lainnya Serta Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Kegiatan
Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Berbasis Mikro Ditingkat Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota
Banjarmasin.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana
Nasional,



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN :

Biaya Konsumsi Dan Transportasi Kepada Dewan Kelurahan,
Tokoh Masyarakat / Wanita / Pemuda / Lembaga
Kemasyaraktan Dan Unsur Organisasi Masyarakat Lainnya
Serta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin Dalam Kegiatan Pelaksanaan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Ditingkat
Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Banjarmasin.

Biaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada

Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat / Wanita / Pemuda /
Lembaga Kemasyaraktan Dan Unsur Organisasi Masyarakat
serta Pemberian Transportasi dalam daerah bagi Pegawai Negeri
Sipil sebesar Rp. 100.000,/ orang/hari/kegiatan;

Biaya makanan dan minuman kegiatan aktifitas lapangan bagi
pelaksana yang terlibat dalam Kegiatan Pelaksanaan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro
Ditingkat Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Banjarmasin
diberikan dengan rincian sebagai berikut :

a. makan sebesar Rp. 40.000,- /orang/hari/kegiatan;
b. snack sebesar Rp. 15.000,- /orang/hari/kegiatan.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali
Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada
masing-masing Kecamatan di Kota Banjarmasin.

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Juli 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,

k,}ﬂr_ -

IBNU SINA



